6.1

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

Proses pemberian dana hibah APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur
selama ini Khususnya periode tahun2014-2016 menunjukan bahwa
laporan realisasi anggaran hibah di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahun 2014-2016 telah direalisasikan dengan baik melalui proses
penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan
pertanggungjawaban.

Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah Nusa Tenggara Timur
dalam proses pemberian hibah Tahun 2014-2016 baik dari sisi internal
antara lain: a.) Permohonan secara tertulis yang diajukan kepada
Gubernur sering tidak sesuai standar permohonan yang diharapakan;
b.) Permohonan yang diajukan sering tidak tepat waktu sesuai
ketentuan yang berlaku; c.) Pemohon sering susah dihubungi karena
lokasi penerima yang jauh; d.) Laporan pertanggungjawaban dari
penerima hibah sering terlambat dari waktu yang ditentukan dalam
Naskah Perjanjian Hibah Daerah; e.) Laporan pertanggungjawaban
yang disampaikan sering keluar dari apa yang telah ditetapkan dalam
Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Sedangkan eksternal, apabila ada
ketentuan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah

Daerah diabaikan atau dilanggar maka secara tidak langsung sudah
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mempengaruhi laporan dari pihak pengelola keuangan kepada
Pemerintah Pusat maupun kepada pihak pengawas eksternal
dipastikan akan terlambat.

6.2 Saran

Mendasari pada kesimpulan di atas, maka di sarankan sebagai
berikut:

1. SKPD terkait selaku tim yang ditunjuk oleh Gubernur dalam
pelaksanaan pengelolaan hibah perlu meningkatkan kinerjanya dan
perlu adanya koordinasi antara SKPD Terkait dengan penerima
hibah untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam pemberian dana
hibah.

2.  SKPD sebagai pengelola hibah harus benar-benar melakukan
peninjauan ulang terhadap calon penerima hibah, sehingga dapat

tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan Gubernur.
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